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BAB V 
PENUTUP 
Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka 
penyusun menarik sebuah kesimpulan, bahwa : 
A. Kesimpulan 
Pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa yaitu Kamarudin 
Alias Amaq Har Bin Amaq Sakdiah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan 
kesatu dan  kedua yaitu : Telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai 
dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional 
Gunung Rinjani yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan 
kawasan pelestarian  alam dan telah melakukan membawa  sebilah parang 
bergagang kayu dilengkapi sarung dengan panjang kurang lebih 60 cm 
(enam puluh sentimeter) yang digunakan untuk melakukan kegiatan 
perkebunana dan/atau  mengangkut hasil kebun di dalam kawasan Taman 
Nasional Gunung Rinjani tanpa izin Menteri sehingga mengakibatkan 
perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam. Selain itu penulis 
menemukan 2 (dua) kejanggalan dalam pertimbangan hakim soal 
penetapan luas dan alat bukti. 
B. Saran  
Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penyusun menyampaikan 
saran sebagai berikut, yaitu :  
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1. Diharapkan kiranya pemerintah lebih bijak dalam memutus suatu 
putusan dengan melihat aspek keperdataannya terlebih dahulu lalu 
memutus suatu perbuatan serta dapat memaksimalkan pengawasan 
hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa 
semua kayu berasal dari hutan. Selain itu, pemerintah juga harus lebih 
giat untuk mensosialisasikan mengenai segala aspek dari tindak pidana 
kehutanan sehingga tidak rentan melakukan tindak kriminalisasi. 
2. Diharapkan bagi penegak hukum agar kiranya lebih bijak menghadapi 
kasus Tindak Pidana Kehutanandan lebih mempertimbangkan aspek 
sosiologis masyarakat. Karena sering ditemukan masyarakat sekitar 
hutan tidak bersalah harus dipidana hanya gara-gara kesewenang-
wenangan aparat dalam menjalankan tugas. 
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